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ABSTRAK

Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang
mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.
Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat
mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam
melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan :
a). Konsolidasi petani dalam satu wadah kelembagaan untuk menyatukan gerak ekonomi
dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran; b). Kolektifikasi produksi,
yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus
produksi secara kolektif; dan c). Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian.

Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengembangan kelembagaaan di pedesaan
agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan adalah : a). Prinsip otonomi (spesifik
lokal); b). Prinsip pemberdayaan petani dan c). Prinsip kemandirian lokal.

Kata kunci : Kelembagaan dan Posisi Tawar

REINFORCEMENT OF INSTITUTE OF FARMER FOR INCREASING POSITION
BARGAINING FARMER

ABSTRACT

The weak position of bargaining farmer it is generally because farmer is less capital
and less market information access. Reinforcement position of bargaining farmer through
institute is a need imperative and absolutely need by farmer, so that they can competion in
executing activity of on farm and can increase prosperity of the lives.

Effort to be being done by farmer for increase position bargaining farmer is by : a).
Farmer consolidation in an place of institute for uniting economic motion in every agriculture
chain, from pre-production until marketing; b). Kolektifikasi produced, that is production
planning collectively to determine pattern, type, production cycle and amount collectively; and
¢). Kolektifikasi in agriculture product marketing.

Base principle to be being fulfilled in development of kelembagaaan in rural to can run
better and continuation is : a). autonomous principle ( Local specific); b). Principal of
empowerment farmer, and c). Principal of independence is local.

Keyword : Institute and Position Of Bargaining
PENDAHULUAN

Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem
agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu
diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani
(kelompoktani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih
belum sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Dimyati ( 2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan
kelembagaan petani di Indonesia adalah:

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen
produksi maupun jaringan pemasaran.

2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih
terfokus pada kegiatan produksi (on farm).

3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan
secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan,
pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti : kelompoktani, lembaga tenaga
kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan



kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position petani.
Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen
maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat
harga output yang layak dan menguntungkan petani. Dengan demikian, penguatan dan
pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan
dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang
aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan.

LEMAHNYA POSISI TAWAR PETANI

Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam
melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya
lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani.
Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan
petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang
kurang memadai.

Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri,
akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil
penjualan panenan menjadi milik tengkulak.

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan
keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang
bergerak di sub sistem on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir.
Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini
dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam
suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Oleh karena itu
penyuluhan pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan. Lembaga ini
hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan
sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal,
2008).

Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan
dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami
oleh para petani dapat dihindarkan.

Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi
tawar petani adalah dengan :

a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai
pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut pertama dilakukan
dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal,
kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya
membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam
produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai
modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal
kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan
kredit serta jeratan hutang tengkulak.

b. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola,
jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat
dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen.
Efisisensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat
dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam
pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga
dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan
merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.

c. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi
biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen
dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengkikis
jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga
secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi
pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah
pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien
dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.



Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu memberikan
kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu
memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui
kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh
petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani
merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-
sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian
masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang
telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan petani,
diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan

juga tinggi.
PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

Petani jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena
petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar
serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan
kelembagaan lewat kelompoktani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan
lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya.

Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik ini disebabkan
(Zuraida dan Rizal, 1993; Agustian, dkk, 2003; Syahyuti, 2003; Purwanto, dkk, 2007) :

1. Kelompoktani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk
memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga
lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan
keberlanjutan kelompok.

2. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif
rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah
(hanya mencapai 50%)

3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai
forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan
pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih
menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah
kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.

4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis social capital
setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan
pemberdayaan.

5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (blue print
approach) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan
struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial,
dan politik yang berjalan.

6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang top down,
menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat.

7. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan
horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang
dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada tahap
selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan vertikal diserahkan
kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.

8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung
individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontaktani memang lebih
murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan Kkinerja
kelompok misalnya, karena tidak ada social learning approach.

9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari
pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun
tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh
pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal
permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena



umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar ketika panen
lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya
budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar. Selain masalah
internal petani tersebut, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga
ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna
mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar (Saragih, 2002).

KESADARAN BERKELOMPOK

Kesadaran yang perlu dibangun pada petani adalah kesadaran berkomunitas/kelompok
yang tumbuh atas dasar kebutuhan, bukan paksaan dan dorongan proyek-proyek tertentu.
Tujuannya adalah (1) untuk mengorganisasikan kekuatan para petani dalam memperjuangkan
hak-haknya, (2) memperoleh posisi tawar dan informasi pasar yang akurat terutama berkaitan
dengan harga produk pertanian dan (3) berperan dalam negosiasi dan menentukan harga
produk pertanian yang diproduksi anggotanya (Masmulyadi, 2007).

Ada empat kriteria agar asosiasi petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam
memperjuangkan hak-haknya, yaitu : (1) asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, (2)
pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, (3) memiliki kekuatan
kelembagaan formal dan (4) bersifat partisipatif.

Dengan terbangunnya kesadaran seperti diatas, maka diharapkan petani mampu
berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan
pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan.

PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya
tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa : kebutuhan
fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan
pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan
sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur
perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan
berkelanjutan adalah :

1. Prinsip otonomi (spesifik lokal).
Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :
a. Otonomi individu.

Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu

sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai

salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005). Kebebasan inilah
yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka dapat
mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal.

Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yuang

otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul (Syahyuti, 2007).

b. Otonomi desa (spesifik lokal).

Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri
(spesifik lokal). Pedesaan di Indonesia, disamping bervariasi dalam kemajemukan
sistem, nilai, dan budaya; juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang
dan beragam pula. Kelembagaan, termasuk organisasi, dan perangkat-perangkat
aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga
masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam pembangunan yang berintikan
gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya. Disamping itu, harus juga
memperhatikann elemen-elemen tatanan

Yang hidup di desa, baik yang berupa elemen lunak (soft element) seperti manusia

dengan sistem nilai, kelembagaan, dan teknostrukturnya, maupun yang berupa elemen

keras (hard element) seperti lingkungan alam dan sumberdayanya, merupakan
identitas dinamis yang senantias menyesuaikan diri atau tumbuh dan berkembang

(Syahyuti, 2007).



2. Prinsip pemberdayaan.

Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana individu, kelompok, atau komunitas berusaha

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan

sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya

kemandirian (Payne, 1997).

Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk untuk memperkuat diri dan

kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial

ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri (Taylor dan

Mckenzie, 1992).

Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, dkk,

2003) yaitu :

a. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya
secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.

b. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau
peluang yang tercipta tersebut.

Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar, sedangkan di bidang sosial politik

berupa tersedianya berbagai pilihan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan , meliputi :

a. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan
kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan.

b. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (pendidikan, gizi,
kesehatan, dan lain-lain).

c. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan
pedesaan.

Untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama antara : administrasi lokal, pemerintah lokal,

kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat Ilokal, kerjasama usaha,

pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat diintegrasikan ke dalam

pasar baik lokal, regional dan global (Uphoff, 1992).

Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan

(Elizabeth, 2007a) :

a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (voluntary
sector).

b. Kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.

c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public
sector).

Ketiga pilar yang menopang kehidupan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan tersebut

perlu mereformasikan diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu

mengalami perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan tranformasi kelembagaan

sebagai upaya pemberdayaannya, yang dilakukan tidak hanya secara internal, namun juga

tata hubungan dari keseluruhan kelembagaan tersebut.

Disisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar

berorientasi pada : a). Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling

menguntungkan, b). Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, c¢). Win-win

mutualy dengan kemitraan yang kolehial, d). Tercipta interdependensi hulu-hilir, €). Modal

berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani), f). Koperatif, kompetitif dan

transparan melalui sistem informasi bisnis, g). Memanfaatkan peluang di setiap subsistem

agribisnis, serta h). Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif,

komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007b).

Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah : adanya

akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan

organisasi lokal (Saptana, dkk, 2003).

3. Prinsip kemandirian lokal.

Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa

semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Upaya

pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi

otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (diversity)

yang dikandungnya (Amien, 2005).



Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satunya akibat
mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di pedesaan, karena dianggap tidak memiliki
jiwa ekonomi yang memadai. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional adalah dimana
aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan kekerabatan dan komunitas. Pemenuhan
ekonomi merupakan tanggungjawab kelompok-kelompok komunal genealogis. Ciri utama
kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya
dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan
dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit (Saptana, dkk, 2003).

Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai
proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya
mekanistis yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian
lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan Ilebih
mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat
sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

KESIMPULAN

Pemberdayaan (empowering) artinya adalah meningkatkan kekuatan atau posisi tawar
masyarakat agar mereka bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, serta ikut
menentukan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pihak lain dan
berpengaruh terhadap dirinya (misalnya program pembangunan dan perumusan kebijakan
desa). Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang terkait dengan kekuasaan (power), dan
konsep kekuasaan ini terkait dengan konsep lainnya yaitu: demokrasi.

Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah berbasis pada dua
prinsip dasar pendekatan. Yang pertama, bagaimana menciptakan peluang bagi masyarakat,
serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang
tersebut. Upaya pemberdayaan desa seyogyanya tidak dilakukan dengan berbasis pada suatu
grand scenario, karena hal yang seperti itu tidak pernah mampu memberikan hasil
sebagaimana yang diharapkan.

Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan
yaitu
a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (voluntary sector).

b. Kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.
c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector).
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